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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Ekonomi global memiiki pengembangan pasar yang berdampak sangat 

baik, yang tentunya juga berkaitan dengan hukum dagang yang telah menjadi 

bagian dari hukum perdata. Pengaruh tersebut menurut pendapat Erman 

Radjagukguk akibat munculnya globalisasi dalam ranah hukum yang 

mengakibatkan adanya perubahan peraturan negara terkait investasi, 

perdagangan, jasa hingga bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi 

serta disesuaikan untuk mendekati negara-negara maju (convergency).1 

Pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan membuat 

hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara dinamis harus beradaptasi 

dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, 

pelaksanaan kegiatan ekonomi dan perdagangan di Indonesia tidak selalu 

berlangsung sesuai yang diharapkan. Sering kali, masalah muncul akibat 

ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, menyebabkan salah 

satu pihak mengalami kerugian dalam perjanjian tersebut. 

Pada kegiatan perekonomian dan perdagangan, salah satu permasalahan 

yang seringkali timbul   adalah   permasalahan   piutang.   Sebagai   contoh 

dalam kegiatan sehari-hari, ketika sebuah perusahaan melaksanakan kegiatan 

perjanjian dengan perusahaan lainnya tentunya terdapat hak dan kewajiban yang 

 

1 Radjagukguk, Erman, “Peranan Hukum dalam pembangunan pada Era Globalisasi”, Jurnal 

Hukum, Vol. II, No.6, 2017, hlm. 3 
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telah disepakati bersama melalui perjanjian tersebut. Ketika salah satu 

pihak tidak  memenuhi kewajibannya termasuk membayarkan sejumlah uang 

terhadap pihak lainnya, maka pihak tersebut memiliki piutang yang harus 

dibayarkan kepada pihak lainnya. Saat pihak tersebut sudah memiliki piutang dan 

tidaklah memiliki kemampuan untuk membayar (insolven), maka seseorang 

tersebut dapat dinyatakan pailit. Adapun dalam pengaturan kepailitan melalui 

hukum dikenal istilah Hukum Kepailitan.2 

Krisis moneter Tahun 1998 sebagai salah satu peristiwa yang terjadi di 

Indonesia memiliki dampak yang sangat buruk terhadap sistem ekonomi di 

Indonesia karena banyak perusahan yang terpaksa melakukan hutang puitang 

demi mempertahanakn usaha tersebut.3 Dalam konteks ini, sejumlah entitas 

usaha mengalami kegagalan finansial yang berujung pada implikasi negatif 

terhadap ekonomi nasional Indonesia, selain itu, keadaan tersebut membuat 

mereka kesulitan dalam membayar utang untuk menjaga kelangsungan 

operasional. Peristiwa tersebut memicu penetapan peraturan di Indonesia sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat sebagai UU 

Kepailitan dan PKPU).  

Regulasi mengenai proses kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) dalam ranah hukum positif Indonesia telah 

mengalami sejumlah revisi sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1998 mengenai modifikasi Undang-Undang tentang 

Kepailitan hingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

 
2 Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, hlm. vii. 
3 Radjagukguk, Erman, “Peranan Hukum dalam pembangunan pada Era Globalisasi”, Jurnal 

Hukum, Vol. II, No.6, 2017, hlm. 3 
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dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan didefinisikan dalam 

Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa Kepailitan 

adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini4 Kepailitan merujuk pada situasi 

di mana seorang debitur menghadapi kendala finansial yang menghambatnya 

untuk memenuhi seluruh kewajiban hutangnya kepada para kreditur. Dalam 

hukum kepailitan (bankruptcy law), debitur dianggap pailit apabila mengalami 

kebangkrutan apabila terhimpit oleh kesulitan finansial serius, seperti dalam 

situasi krisis ekonomi atau krisis keuangan, yang menyebabkan mereka tidak 

mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Dalam keadaan tersebut, 

mereka memiliki hak untuk meminta perlindungan hukum dari otoritas yang 

berwenang.5 

Tahapan krusial dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Ketika 

seorang debitur diakui sebagai insolven, itu berarti secara sah ia telah pailit, dan 

nilai harta yang diperoleh akan otomatis meningkat. Insolvensi pada umumnya 

terjadi ketika nilai aktiva perusahaan menurun di bawah nilai total pasivanya. Ini 

mengindikasikan bahwa jumlah utang yang dimiliki perusahaan melebihi nilai 

pendapatannya. Keadaan di mana sebuah perusahaan menghentikan pembayaran, 

yang disebabkan oleh kondisi keuangan yang membuatnya tidak mampu 

memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, biasanya disebut sebagai inolvensi 

teknis. Hal ini merupakan tindakan yang didasarkan pada objektivitas, 

mengindikasikan ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutangnya. 

 
4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 
5 Lutfhi Chakim, insolvensi, http://www.lutfichakim.com, diakses pada 18 September 2023 

 

http://www.lutfichakim.com/
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Maknanya, seorang yang berhutang tidak dapat semata-mata menghentikan dan 

melanjutkan kewajiban pembayarannya (not willing to repay his debts), namun 

dalam situasi objektif ketika debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban 

pengembalian pinjamannya (not able to repay his debts). Untuk memastikan 

apakah seorang debitur memang tidak mampu melunasi kewajibannya atau 

dalam kata lain telah mengalami kebangkrutan, diperlukan penilaian yang 

obyektif dan independen. Tindakan ini hanya bisa dilakukan melalui financial 

audit di kantor akuntansi publik yang bersifat independen.. 

Menurut Friedman, insolvensi merujuk pada situasi di mana seseorang 

tidak mampu untuk melunasi kewajiban hutangnya dalam periode yang serupa 

dengan penyelesaian utang dalam konteks bisnis, atau memiliki kewajiban yang 

melebihi nilai asetnya dalam rentang waktu tertentu.6 Menurut ketentuan hukum 

yang berlaku, definisi insolvensi dapat diidentifikasi dalam penafsiran Pasal 57 

ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), yang menjelaskan bahwa insolvensi merujuk pada kondisi 

dimana seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Menurut 

ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), status insolvensi tidaklah dijadikan syarat mutlak untuk 

mendeklarasikan seorang debitur sebagai pailit. Kriteria yang diperlukan untuk 

menjatuhkan status kepailitan didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan 

dan PKPU, yaitu “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak 

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri 

 
6 Ginting, H. B, Tinjauan Yuridis Penentuan Keadaan Insolvensi dalam Undang Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: 

Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia. 
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maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang peminjam 

tidak mampu melunasi utangnya kepada satu atau lebih kreditur yang terkait, 

terdapat kemungkinan untuk dilibatkan dua atau lebih kreditur dalam proses 

restrukturisasi. Dalam konteks tersebut, sebuah perusahaan yang sebenarnya 

masih mampu untuk memenuhi kewajibannya juga bisa mengalami 

kebangkrutan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga secara pasti memandang bahwa 

dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), tidak terdapat kekhawatiran apabila nilai aset perusahaan 

melebihi jumlah utangnya. Sejak diamendemen, Undang-Undang Kepailitan 

memiliki peran yang lebih dominan dalam menjaga hak-hak kreditor. Ini terlihat 

dari kriteria yang harus terpenuhi agar dapat menyatakan pailit sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yaitu adanya minimal 

dua hutang atau lebih dan salah satu di antaranya sudah mencapai batas waktu 

pembayaran yang telah ditentukan. 

Dalam Undang-Undang kepailitan tersebut, tidak terdapat ketentuan yang 

menetapkan bahwa debitur harus dalam kondisi tidak mampu membayar sebagai 

syarat. Hal ini tentu menimbulkan kontroversi dengan prinsip universal 

kepailitan, yang menyatakan bahwa memberikan jalan keluar bagi debitur dan 

kreditur bilamana debitur sudah dalam keadaan tidak mampu lagi membayar 

utangnya7 Banyak insiden terkait proses pailit yang mengundang perdebatan 

dalam konteks yuridis. Kontroversi muncul karena ketidakjelasan dalam 

peraturan, memungkinkan penafsiran yang bervariasi dari sudut pandang yang 

berbeda, dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penegak keadilan. 

 
7  Hikmahanto Juanan, Hukum sebagai instrumen politik intervensi atas kedaulatan dalam  

proses egislasi di Indonesia, https://hikmahanto.com, diakses pada 17 September 2023. 
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Pada saat penyelesaian perkara pailit, panel hakim akan menunjuk pejabat 

yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan membersihkan aset debitur 

pailit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU). Pasal 1 ayat (1) tersebut menyatakan “Kepailitan adalah sita umum atas 

semua  kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan 

oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini”.8 Dalam Pasal 15 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan 

“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang             Hakim 

Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.” 

Dalam praktiknya, terkadang masih terdapat kelalaian dan kekeliruan 

yang dilakukan oleh hakim pengawas dalam penetapan masa insolvensi yang 

berbeda antara aturan undang-undang (das sollen) yang berlaku dan penerapan 

teknis yang terjadi (das sein).9 Salah satu contoh terjadinya kelalaian dan 

kekeliruan ini pada perkara Kepailitan yang dialami oleh PT. Gading Cempaka 

Graha (dalam pailit ). Pada awalnya perkara ini diadili ditingkat peradilan 

pertama, di pengadilan yang berhak dan berwenang pada Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat dengan perkara nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, 

yang putusannya jatuh dan diucapakan oleh hakim tertanggal 24 mei 2022. Telah 

terjadinya permohonan pailit atau penggugat yang dilakukan oleh CECELIA 

INGATI WIRAWAN (kreditor I) dan PT. NAVIA PERSADA ABADI (kreditor 

II) melawan PT. Gading Cempaka Graha (debitur) atau tergugat dan menunjuk 

Duta Baskara, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas. 

 
8 Jamal Wiwoho, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Surakarta : UNS Press Surakarta, cetakan ke-2, 

 2010, 
9 Ibid,hlm 97 
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Dalam amar putusannya PT Gading Cempaka Graha dinyatakan pailit 

oleh pengadilan yang sebagaimana telah diucapkan oleh majelis hakim, Majelis 

juga menunjuk tim kurator untuk dapat melakukan pemberesan dan pengelolaan 

terhadap harta kekayaan debitur setelah putusan diucapkan dan ditetapkan. Tim 

Kurator tersebut ialah Muhammad Arsyad, S.H., A.Syafrullah, S.H., M.Kn., dan 

Muhammad Fadhil Putra Rusli, S.H. Setelah ditunjuknya tim kurator dan hakim 

pengawas tersebut, Tim kurator menyebutkan rapat kreditor pertama kali 

dilakukan pada 21 juni 2022 dan rapat verifikasi atau pencocokan utang piutang 

pada tanggal 26 juli 2022 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan mengundang 

debitor, para kreditor, kantor pajak, dan pihak yang berkepentingan lainnya. 

Pada perkara ini para kreditor merupakan kreditor separatis, yang mana 

kreditor separatis dalam pelaksanaannya debitur tidak harus mengkhawatirkan 

apabila pengadilan menyatakan pailit, hal ini disebabkan oleh adanya hak 

eksekutorial yang membuat situasi ini seolah tidak terjadi pailit. Jaminan atas 

harta debitur pailit terhadap kreditur untuk mengeksekusinya telah dilaksanakan 

melalui balai lelang negara atau disebut kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang kota Palembang pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui proses lelang yang               

diajukan kepada PT. Bank Raya Indonesia, Tbk dahulu PT. Bank BRI Agroniaga, 

Tbk. Namun PT. Gading Cempaka Graha atau debitor merasa keberatan dan tidak  

terima dengan adanya putusan majelis hakim pada nomor perkara 378/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, terhadap eksekusi yang dilakukan serta penetapan 

masa insolvensi tersebut. 

Keberatan dan tidak terimanya hal tersebut PT. Gading Cempaka Graha 

mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Raya Indonesia, Tbk (tergugat) dan 

kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Palembang (turut tergugat) 

melalui gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang didaftarkan di 
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kepaniteraan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan nomor perkara 26/Pdt.Sus- 

Gugatan lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan amar putusan, diantaranya 

sebagai berikut ; 

1. Menyatakan PT. Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan 

insolvensi pada saat putusan pailit dibacakan sejak tanggal 24 mei 

2022. 

2. Menyatakan berita acara rapat kreditur nomor 378/Pdt.Sus- 

PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak sah dan telah melanggar hukum 

serta harus dinyatakan batal demi hukum. 

3. Memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan pelaksanaan 

lelang eksekusi hak tanggungan atas harta pailit PT. Gading 

Cempaka Graha. 

Pokok gugatan debitur meminta kepada majelis hakim sebagaimana isi diatas dan 

majelis hakim mengabulkan, memutuskan dan diucapkan pada tanggal 25 Januari 

2023. 

Setelah diucapkan putusan tersebut pihak yang digugat atau tergugat serta turut 

tergugat merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, karena tergugat dan turut 

tergugat telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar, mereka 

mengajukan permohonan tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan perkara 

Nomor 496.K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Sebagai pemohon kasasi I, PT. Bank Raya 

Indonesia, Tbk dahulu PT. Bank BRI Agroniaga, Tbk dan pemohon kasasi II, 

kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Palembang melawan 

termohon Tim Kurator PT. Gading Cempaka Graha. 

Pada hal ini majelis hakim Mahkamah Agung menimbang, setelah masing-

masing pihak telah menyampaikan memori pemohon kasasi I dan memori  

pemohon kasasi II pada tanggal 1 Februari 2023 dan telah diberikan kontra  memori 
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kasasi tanggal 15 Februari 2023 dihubungkan dengan judex facti dalam hal ini 

pengadilan niaga Jakarta Pusat terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, 

dengan pertimbangan hakim bahwa berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman 

penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam buku II 

tentang proses penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU setelah putusan 

pernyataan pailit dan putusan PKPU angka 16.2 tentang insolvensi dinyatakan 

bahwa perhitungan dimulainya harta debitor dalam keadaan insolvensi  harus 

dinyatakan tegas oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor yang dituangkan                           dalam 

berita acara, sehingga perhitungan masa insolvensi sebagaimana yang telah  

ditetapkan dalam berita acara rapat kreditor nomor 378/Pdt.Sus-

PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 juni 2022 yang menyatakan harta pailit 

PT. Gading Cempaka Graha (dalam Pailit) dan keadaan insolvensi sejak tanggal 21 

Juni 2022 sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 292 juncto 

penjelasan Pasal 292 dan Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Majelis 

hakim juga mengadili bahwasanya membatalkan putusan pengadilan niaga 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.26/Pdt.Sus-Gugatan Lain- 

lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 Januari 2023. 

Dari paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dalam 

format skripsi yang berjudul “IMPLIKASI ATAS PENETAPAN MASA 

INSOLVENSI YANG BERBEDA TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT 

(ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-

PAILIT/2023 )” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan konteks yang telah disajikan sebelumnya, berikut ini adalah 

perumusan masalah yang akan dikaji: 

1. Bagaimana menetapkan masa insolvensi apabila ada perbedaan 

pemberlakuan yang ditetapkan oleh hakim pengawas dengan ketentuan 

UU Kepailitan dan PKPU? 

2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi masa insolvensi yang berbeda 

oleh hakim pengawas dan aturan UU PKPU? 

3. Bagaimana penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit 

apabila masa insolvensi ditetapkan secara berbeda? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan dari 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan dan menganalisis  penetapan masa insolvensi apabila ada 

perbedaan pemberlakuan yang ditetapkan berbeda oleh hakim 

pnegawas dan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum atas perbedaan masa 

insolvensi oleh hakim pengawas dan ketentuan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU). 

3. Menjelaskan dan menganalisis cara penyelesaian pengurusan dan 

pemberesan harta debitur pailit terhadap masa insolvensi yang 

berbeda. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Tulisan yang bernilai baik adalah tulisan yang mampu memberikan dampak 

serta manfaat yang besar. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Aspek Teoritis 

 

a. Dapat memberikan serta mengembangkan informasi dan teori 

yang relevan mengenai hukum kepailitan. 

b. Memperkaya khazanah kepailitan terhadap penulis maupun 

bagi pembacanya. 

c. Memberikan konsepsi intelektual yang meluas, 

mengembangkan pemahaman, serta memperluas wawasan 

mengenai kondisi kebangkrutan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia. 

d. Memberikan pemahaman tentang penentuan periode 

insolvensi yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU), terkait ketidaktepatan dalam penetapan periode 

insolvensi oleh hakim pengawas. 

e. Memberikan bahan penelitian bagi para peneliti di bidang 

kepailitan. 

2. Aspek Praktis 

 

a. Memberikan masukan dan menjadikan pelajaran kepada 

penegak hukum, agar lebih berhati-hati serta menjadi referensi 

dan pertimbangan dalam memilih dan memutuskan suatu 

perkara kepailitan. 
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b. Memberikan manfaat bagi pebisnis pemula yang memiliki 

masalah yang berkaitan dengan hukum pailit, terutama 

masalah insolvensi dengan debitur. 

c. Pengalaman ini dapat berfungsi sebagai pembelajaran bagi 

para pelaku usaha dan kreditur dalam konteks hukum perdata, 

khususnya dalam domain kepailitan. Hal ini penting untuk 

menegakkan kepastian hak pihak terkait dan kejelasan hukum 

terkait penetapan masa ketidakmampuan membayar utang 

terhadap aset yang dinyatakan pailit. 

E. Ruang Lingkup 

 

Pembatasan ruang lingkup pada penelitian ini dilakukan agar tidak terjadinya 

perluasan atau penyimpangan dari judul dan rumusan masalah yang sudah 

diputuskan. Dalam tulisan ini, pembahasan difokuskan pada variasi penetapan 

masa insolvensi oleh hakim pengawas, implikasi hukum yang timbul dari 

perbedaan tersebut, serta proses penyelesaian dan likuidasi aset debitur pailit yang 

terkait dengan perbedaan masa insolvensi tersebut, dengan mengacu pada Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang dan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 496/Pdt.Sus-

Pailit/2023. 

F. Metode Penelitian 

 

Metodologi penelitian merujuk pada proses yang dijalankan oleh seorang 

peneliti dalam mengumpulkan data yang sahih untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, metodologi merujuk pada 

rangkaian langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dengan tujuan untuk 
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sesuai dengan sasaran penelitian yang akan dilakukan.10 Penelitian merupakan 

kemauan seseorang untuk menjabarkan hasil temuan, hasil pemecahan masalah 

hingga pendapat yang ditumpahkan ke dalam bentuk narasi. Penelitian hukum 

dilakukan untuk menciptakan suatu konsep atau teori baru yang dapat digunakan 

untuk mengatasi masalah yang ada. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang 

merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengandalkan 

pengumpulan bahan penelitian dari sumber data sekunder, khususnya 

data yang diperoleh dari kajian literatur. Penelitian ini bertujuan untuk 

merumuskan konsepsi teoritis, pendapat, ide, serta norma-norma 

hukum yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan yang telah 

ditetapkan. Lingkup penelitian hukum normatif, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, mencakup: 11 

a) Penelitian berkaitan dengan asas hukum. 

 

b) Penelitian mengenai prosedur  hukum. 

 

c) Penelitian terhadap sinkronisasi horizontal atau vertikal dalam 

hukum 

d) Perbandingan hukum. 

 

e) Sejarah hukum. 

 

Berdasarkan jenis penelitian yang disebutkan sebelumnya, maka dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini akan berfokus pada ruang lingkup 

 
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sinkat, Cetakan ke-15, 

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 1 
11 Ibid,hlm 13-14 
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penelitian berkaitan dengan asas hukum, yang mana terdapat hukum 

positif baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini 

bertujuan untuk menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku 

serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan terkait 

dengan subjek penelitian yang dipilih. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Terdapat berbagai macam pendekatan pada penelitian hukum, berikut 

ini merupakan pendekatan hukum yang akan digunakan:: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh semua regulasi 

hukum yang terkait dengan subjek yang akan diselidiki.12 

b. Pendekatan Kasus (case approach) 

 

Pendekatan kasus mempelajari bagaimana norma-norma atau prinsip-

prinsip hukum diterapkan dalam praktek hukum dengan tujuan untuk 

memahami pengaruh dimensi penormaan dalam suatu peraturan 

hukum dalam konteks praktik hukum. Hasil analisis pendekatan ini 

digunakan sebagai tambahan dalam penjelasan aspek hukum yang 

bersangkutan.13 

3. Jenis dan Sumber Bahan 

 

Bahan hukum adalah informasi yang mendukung penelitian untuk 

menyelesaikan kasus yang sedang dibahas serta memberikan 

perspektif tentang penelitian yang dilakukan. Bahan hukum dan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: 

  

 
12 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media, 2010, hlm. 302 
13 Ibid,hlm 321 
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a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan-peraturan yang 

dihasilkan dalam bentuk undang-undang dan keputusan-keputusan 

tingkat kasasi dari Mahkamah Agung yang meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook). 

 

3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

4) Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.496.K/Pdt.Sus-Pailit/2023. 

5) Putusan No.378/PDT.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

6) Putusan No.26/Pdt.Sus-Gugatan Lainlain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

7) Surat Keputusan Mahkamah Agung no 109/KMA/SK/IV/2020. 

 

8) Dan seterusnya (dst) 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder merupakan perangkat hukum tambahan yang 

bertujuan untuk memberikan penjelasan terperinci terhadap materi 

hukum pokok, mirip dengan kumpulan literatur yang mendukung 

pemahaman atas bahan hukum utama. Bahan ini mencakup berbagai 

jenis dokumen seperti buku, artikel, panduan, dan komentar yang 

menguraikan dan menginterpretasikan hukum primer dengan lebih 

mendalam: 

1) Buku hukum perdata 

 

2) Buku hukum kepailitan 

 

3) Jurnal-jurnal hukum 

 

4) Artikel-artikel 
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5) Skripsi, tesis yang terdahulu terkait dengan judul dan 

permasalahan dalam penelitian ini 

6) dan Berbagai penelitian lainnya. 

 
 

c. Bahan Hukum tersier 

 

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang berperan sebagai pedoman dalam 

memanfaatkan bahan hukum yang lebih mendasar, yaitu bahan hukum primer dan 

sekunder, contohnya adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), atau ensiklopedia hukum.14 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

 

Metode akuisisi materi dilaksanakan dengan cara mengorganisir 

regulasi hukum, literatur ilmiah, serta menelusuri riset terdahulu, baik 

dalam format cetak maupun digital, yang bersinggungan dengan fokus 

permasalahan penelitian ini. Selain itu, proses akuisisi materi hukum 

juga melibatkan analisis teks-teks hukum yang relevan dengan subjek 

penelitian, dengan tujuan memfasilitasi penulis dalam melaksanakan 

proses analisis yang efektif. 

5.   Analisis Bahan Hukum 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan. Metode kuallitatif ialah proses memperdalam makna 

tingkah laku suatu individu atau kelompok dngan menggunakan 

denomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Prosedur 

penelitian kualitatif mencakup pembuatan pertanyaan serta beberapa 

tahapan sementara, mengumpulkan data dari para partisipan yang ikut 

 
14 Soerjono Soekanto, Loc. Cit. hlm.46 
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serta membantu dalam penelitian, analisis induktif, menyesuaikan 

sinkronisasi data menyesuaikan tema serta melakukan interpretasi 

terhadap makna dari pengkajian tersebut. Tahap akhir dari penelitian 

ini ditutup dengan menuliskan laporan hasil penelitian.15 Penelitian 

menggunakan metode kualitatif ditujukan untuk mendapatkan sudut 

pandang dari fenomena yang diteliti berdasarkan yuridis normatif 

pasca pemberlakuan inventarisasi serta penyusunan data yang 

berurutan.16 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Penelitian ini menggunakan teknik deduktif dalam penarikan 

kesimpulan, yaitu dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan 

pembahasan penelitian yang general dan kemudian dijadikan sebagai 

kesimpulan khusus agar dapat menjawab rumusan masalah yang 

ditetapkan. 

 

 

  

 
15 Creswell, John W, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012 
16 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2009, hlm. 145 
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